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: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan 
pemerintahan yang diserahkan dan/ atau ditugaskan, 
penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban 
dalam pengelolaan keuangan daerah; 

b. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah 
berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis 
standar belanja, dan/ atau standar teknis; 

c. bahwa dengan adanya kenaikan harga yang melebihi harga 
standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan 
satuan kerja perangkat daerah serta untuk mengakomodir 
kegiatan dan usulan perubahan standar harga satuan dari 
perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 
58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan perlu 
diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Batang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga 
Satuan; 

BUPATI BATANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 58 TAHUN 2021 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN 
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2. Menambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VI sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 1 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan. 
(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Satuan honorarium; 
b. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; 
c. Satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor; 
d. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; 
e. Satuan biaya pemeliharaan; dan 
f. tambahan/suplemen. 

(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, 
Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2021 
tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 
Nomor 58) diubah sebagai berikut: 

PasalI 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 58 TAHUN 2021 
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN. 

MEMUTUSKAN: 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42> Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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.. " 

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 53 

ARI YUDIANTO 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal 1 tl.9 \9t N~ p....o.::z.9.. 

LANI DWI REJEKI 

Pj. BUPATI BATANG, 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal ) ?\gu.d·uS ;2-e>;;.;2. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

Pasal II 
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LANI DWI REJEKI 

Pj. BUPATI BATANG. 

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Kode Satu Harga Kode Rek. 
Ket. (Dasar 

No Kategori Kategori Spesifi.kasi (termasuk Belanja Belanja Pengambilan 
an Pajak) Harga) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kepala .......................... 

Selaku Pengguna Anggaran 

Pangkat 
NIP. 

L. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
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